BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 51 TAHUN 2014
TENTANG
URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN

Menimbang

Mengingat

LAHAN DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh

Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap uraian tugas
Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai upaya untuk meningkatkan
kapasitas organisasi dalam mencapai pelayanan yang maksimal;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Uraian Tugas Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 )

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ;
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang — Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412} ;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pémbagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataa Organisasi Peangkat Daerah;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun
2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT
STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DINAS PERKEBUNAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai
Kartanegara.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4, Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Sekretaris adalah Pejabat yang memimpin sekretariat pada Dinas
Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur
pelaksana tugas teknis pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis
penunjang dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

9. Kepala UPT adalah Pejabat yang memimpin UPT pada Dinas Perkebunan
dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

10. Sub Bagian Tata Usaha UPT, selanjutnya disingkat Subbag TU pada UPT
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

11.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalan
susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaannya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.
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Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebut LAKIP adalah
iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian

kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam
rangka pelaksanaan APBD.

Penetapan Kinerja disebut TAPKIN adalah keluaran atau hasil dari
kegiatan dan program yang hendak dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Rencana Strategis disebut RENSTRA adalah dokumen perencanaan satuan
kerja perangkat daerah untuk periode S ( lima ) tahun.

Rencana Kerja disebut RENJA adalah dokumen perncanaan satuan kerja
perangkat daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun.

Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang selanjutnya disingkat LP2P adalah
sarana untuk memantau kepatuhan kewajiban perpajakan sebagai
kewajiban kenegaraan yang wajib dilakukan oleh PNS sebagai abdi negara
sekaligus abdi masyarakat dan TNI/Polri sebagai pemegang sapta marga.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ
adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah selama 1 (tahun) anggaran atau akhir masa jabatan yang
disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1
(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD
adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perkebunan dan
Kehutanan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan atau kegiatan teknis penunjang dan mempunyai wilayah kerja
satu atau beberapa Kecamatan.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang terkait sesuai
tugas pokok dan fungsinya pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan
secara berjenjang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau teknis
penunjang dibidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan.



Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, UPT mempunyai fungsi yang terdiri dari:

a

S

a.

b
C.
d

. mengimplementasikan  peraturan = perundang-undangan  dan
ketentuan-ketentuan lain yang erat hubungannya dalam
menunjang kelancaran tugas UPT;

.menyusun Renja dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
pengendalian, pemantauan dan pengkoordinasian, pengembangan
kapasitas kegiatan operasional UPT sesuai dengan bidatig tugasnya
masing-masing dalam wilayah kerjanya;

. membina dan membimbing upaya peningkatan produktifitas kerja

dalam peningkatan pelatihan terhadap unsur aparatur dan juga
masyarakat serta mengevaluasi hasil kerja bawahan sekaligus
pemberian informasi, saran dan pertimbangan kebijakan sebagian
kegiatan operasional teknis dan atau teknis tertentu untuk
dijadikan bahan pertimbangan dan keputusan Kepala Dinas;dan

.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan
dan atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup
kewenangan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Organisasi
Pasal 5
usunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis , teérdiri atas:
Kepala UPT;
. Sub Bagian Tata Usaha;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan
. Resort.
BAB III
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 6

Uraian Tugas Kepala UPT terdiri dari:

a.

membantu, mengkolsultasikan serta melaporkan seluruh kegiatan
UPT kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya melalui
Sekretaris Dinas dan atau Kepala Bidang yang terkait;

. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

c. merencanakan  kegiatan, melaksanakan kerjasama  dan

d.
€.

berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya;

melaksanakan perlindungan hutan dari kebakaran

melaksanakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan;



f. melaksanakan monitoring dan pemantauan titik panas;
g. melaksanakan pémbinaan terhadap kelompok masyarakat peduli
kebakaran hutan dan lahan;

h. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan pada areal izin pemanfaatan hutan dan lahan;

i. melaksanakan penyebaran data dan informasi daerah rawan
kebakaran;

j- merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan
RENSTRA, RENJA, TAPKIN dan LAKIP UPT sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

k. merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyampaikan bahan
laporan penyusunan LKPJ, LPPD, LKPD setiap akhir tahun ke
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

1. monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik dan kebijakan
operasional UPT;dan

m. melaksanakan dan melaporkan hasil tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

a. membantu, mengkonsultasikan serta melaporkan seluruh kegiatan
UPT kepada Kepala UPT;

b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

c. merencanakan, melaksanaka kegiatan sekretariat UPT yang
meliputi urusan umum dan Kepegawaian, Keuangan dan
Penyusunan Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan
RENSTRA, RENJA, TAPKIN dan LAKIP UPT; :

e. merencanakan kegiatan dan melaksanakan pengelolaan aset UPT;

f. merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan
penyusunan LKPD, LKPJ dan LPPD serta memfasilitasi pengisian
LHKPN setiap akhir tahun ke Kepala UPT;

g merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan urusan tata usaha;dan

h. melaksanakan dan melaporkan hasil tugas kedinasan yang
diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian
dan keterampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan
Perundang-Undangan yang berlaku.



Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang
jabatan fungsional vang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan vang
berlaku.
Pasal 10
(1) Setiap Kelompok Jabatan F ungsional pada UPT dikoordinasikan oleh
Kasubag TU-UPT yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah
atas usul Kepala Dinas.

(2) Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
dan atau Kepala Bidang terkait secara berjenjang.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGEARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ttd
Drs. EDI DAMANSYAH

NIP. 19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 51

TAHUN 2014 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM

-

ROKMAN TORANG, SH. MH
NIP.196711021996031001



